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P U T U S A N    

Nomor : 93/G/2025/PTUN.SMG 

 ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus 

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara 

biasa melalui persidangan secara elektronik (e-court), telah mengambil Putusan 

sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :  

GUNAWAN PRANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan 

Swasta, Tempat Jalan RE Martadinata No.89, RT.003, RW.005, 

Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Jawa 

Tengah; 

Dalam perkara ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 

24 Oktober 2025 kepada : 

1. EKA WINDHIARTO, S.H.,Sp.N,M.H 

2. KUNTOWATI SRI HARYANI, S.H 

3. MUHAMMAD DIRGANTARA INDONESIA,S.H 

4. FABIAN ANDREANTA SAPUTRA, S.H 

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada Kantor 

Hukum Eka Windhiarto dan Rekan yang berkantor di Jalan Medoho Permai 

No.5, Kota Semarang,  Alamat domisili elektronik  ekawindhiarto@gmail.com ; 

Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- PENGGUGAT; 

 

M E L A W A N : 

I. KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota 

Surakarata; 

 Dalam perkara ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus 

tertanggal 3.November 2025 kepada : 

1. Nama : YENI APRILIAWATI, S.H.,M.P.S.,M.Eng 

 Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Surakarta; 
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2. Nama : YUDIANTO, S.H.,M.E 

 Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta; 

3. Nama : FX. SASADARA PASKA, S.H 

 Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian 

Hukum Setda Kota Surakarta; 

4. Nama : FETTY PUSPITA SARI, S.H 

 Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian 

Hukum Setda Kota Surakarta; 

5. Nama : TRI WULAN DWI HANDAYANI, S.H 

 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada 

Bagian Hukum setda Kota Surakarta; 

6. Nama : ARDYANTO IMAM WICAKSONO, S.H 

 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada 

Bagian Hukum setda Kota Surakarta; 

7. Nama : ZAKY BASWENDRA WIBAWA, S.H 

 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada 

Bagian Hukum setda Kota Surakarta; 

8. Nama : MUHAMMAD ARIF FAUZI, S.H 

 Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada 

Bagian Hukum setda Kota Surakarta; 

Kesemuanya adalah  Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kota Surakarta 

yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta,  Alamat 

domisili elektronik  hukumhamsolo@gmail.com. 

Selanjutnya disebut sebagai  ------------------------------------------------ TERGUGAT; 

 

II. FENNY HENDRO GUNAWAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah 

tangga, tempat tinggal Jl. RE Martadinata  No. 89, RT. 003, RW. 005, Kel. 

Siudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, sekarang bertempat tinggal di Jl. 

S.Mahakam No.22, Kel.Kedung Lumbu, Kec Pasar Kliwon, Surakarta; 
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 Dalam perkara ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus 

tertanggal 4 Desember 2025 kepada : 

1. Pieter Talaway, S.H., CN., MBA 

2. Ronal N. Talaway, S.H 

3. Theresia Halim, S.H 

4. Achmad Firdaus, S.H 

5. Raja K.M. Siregar, S.H., M.H 

6. Winston R. Patty, S.H 

7. Dona A. Timisela, S.H 

8. Dewi Listiowati, S.H 

9. Iga Pratino, S.H 

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada Kantor 

Hukum ”PIETER TALAWAY & ASSOCIATES” berkantor dijalan Raya Arjuna 

No.12-C Surabaya. Domisili elektronik : pietertalawayassociates@yahoo.com.  

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------TERGUGAT II INTERVENSI 

 

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;  

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  Nomor : 93/PEN-

DIS/2025/PTUN.SMG. tanggal 30 Oktober 2025 Tentang Lolos Dismissal 

Proses; 

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 

Nomor : 93/PEN-MH/2025/PTUN.SMG. tanggal 30 Oktober 2025 tentang 

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; 

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 

Nomor : 93/G/2025/PTUN.SMG tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penunjukan 

Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; 

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 

93/PEN.PP/2025/PTUN.SMG. tanggal 6 November 2025 tentang hari dan 

tanggal Pemeriksaan Persiapan;  

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor 93/G/2025/PTUN,SMG, tanggal 24 

Desember 2025; 
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6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 

93/PEN.HS/2025/PTUN.SMG. tanggal 27 November 2025 tentang hari dan 

tanggal Sidang terbuka untuk umum; 

7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 

Nomor : 93/PEN.PP/2025/PTUN.SMG. tanggal 24 Desember 2025 tentang 

Penunjukan Majelis Hakim Pengganti untuk sementara; 

8. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  

Nomor 93/PEN-MH/2025/PTUN.SMG, tanggal 20 Januari 2026, tentang 

Penunjukan Majelis Hakim Pengganti untuk sementara; 

9. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  

Nomor 93/PEN-MH/2025/PTUN.SMG, tanggal 28 Januari 2026, tentang 

Penunjukan Majelis Hakim Pengganti untuk sementara; 

10. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta telah   

mendengarkan keterangan dari para pihak;  

DUDUKNYA SENGKETA 

Penggugat  melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan  ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang e-court yang terdaftar di Register 

Pengadilan Tata Usaha    Negara Semarang pada tanggal 30 Oktober 2025 di 

bawah Register Perkara Nomor : 93/G//2025/PTUN.Smg,  dan telah diperbaiki 

tanggal 27 November 2025 yang  mendalilkan sebagai berikut:  

 

I   OBYEK  SENGKETA 

- Surat Keterangan Pembatalan Perceraian No: DC.01.01/3269/2025, yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta, tertanggal 16 April  2025 antara GUNAWAN  PRANOTO dengan 

FENNY HENDRO GUNAWAN; 

 

II  KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 
 

- Bahwa oleh karena TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek 

Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara dan kedudukan TERGUGAT berkedudukan di 

Kota Surakarta Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini, maka 
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dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara a quo; 

- Bahwa selain itu, Obyek Sengketa dalam gugatan ini termasuk ke dalam 

Keputusan Badan/ Pejabat  Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan pasal 2, pasal 48 dan pasal 49 UU PERATUN, serta memenuhi 

syarat sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 UU PERATUN, yang berbunyi: 

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan 

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang bersifat konkret, indifidual, dan final, yang menimbulkan 

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dimana telah 

memenuhi Unsur KONKRET, INDIVIDUAL dan FINAL. 

• KONKRET: Objeknya Nyata, berwujud atau dapat diidentifikasi secara 

jelas tidak bersifat abstrak atau umum, sehingga telah memenuhi unsur 

Konkret; 

• INDIVIDUAL: Ditujukan kepada subjek hukum yang spesifik (baik 

individu/sesorang maupun badan hukum), tidak ditujukan kepada umum 

sehingga telah memenuhi unsur Individual; 

• FINAL: Keputusan sudah bersifat definitif dan tidak memerlukan 

persetujuan/ijin instansi atasan atau instansi lain sehingga telah 

memenuhi unsur FINAL.  

Dimana hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT; 

- Bahwa berdasarkan uraian diatas yang berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, in casu 

Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang; 

 

III.  KEPENTINGAN DAN KERUGIAN      

- Bahwa  PENGGUGAT adalah beragama Katholik yang menganut Asas 

Perkawinan Monogami. 

- Bahwa PENGGUGAT berdasarkan putusan PN Surakarta tanggal 11 Februari 

2015 Nomor: 269/Pdt.G/2014/PN.Skt telah diputus cerai dengan FENNY 

HENDRO GUNAWAN. 
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- Bahwa kemudian TERGUGAT berdasarkan putusan PN Surakarta Nomor  

269/Pdt.G/2014/PN.Skt tanggal 11 Februari 2015 telah menerbitkan Akta 

Pencatatan Sipil WNI Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan pada tanggal 

10 Maret 2015. 

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2018 PENGGUGAT telah dilangsungkan 

perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Albertus 

Mardi Santoso, SJ., yang di catat dalam register Akta Perkawinan Nomor: 3372-

KW-02082018-0002, pada tanggal 7 Agustus 2018 sebagaimana ternyata 

kutipan Akta Perkawinan tanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan oleh 

TERGUGAT. 

- Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Kartu Keluarga Nomor: 

3372040805130006, dimana PENGGUGAT dan Henny Maya Safira sebagai 

istri yang Sah, dimana PENGGUGAT dan Henny Maya Safira sebagai istri yang 

sah juga tercatat tinggal bersama di Jalan RE. Martadinata No. 89, Kelurahan 

Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 

- Bahwa PENGGUGAT dan Henny Maya Safira sebagai istri adalah Penganut 

Agama Katholik yang menganut Asas Perkawinan Monogami sehingga tidak 

dimungkinkan mempunyai istri lebih dari 1 (satu). 

- Bahwa TERGUGAT secara sepihak tanpa perintah Pengadilan telah 

mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian tanpa dasar Perintah 

Putusan Pengadilan, serta juga tidak ada pemberitahuan apapun kepada 

PENGGUGAT. 

- Bahwa perlu diketahui dimana setelah adanya Putusan Perceraian tersebut 

diatas, serta sah terjadinya Perceraian yang dikeluarkannya Akta Perceraian 

barulah PENGGUGAT dan Henny Maya Safira melangsungkan Perkawinan, 

dimana Perkawinan tersebut dicatat oleh TERGUGAT. 

- Bahwa Keputusan TERGUGAT mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan 

Perceraian sebagai Obyek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) menimbulkan 

Ketidak Pastian Hukum sekaligus Ketidak Cermatan TERGUGAT yang juga 

Melanggar Asas Keadilan, dimana PENGGUGAT mengetahui adanya Surat 

Keputusan Obyek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dari Agustine Esther, 

S.H., Notaris di Surakarta. 



 

                                                  Hal. 7 dari  50 Putusan  Nomor : 93/G/2025/PTUN.SMG  

 
 

 

IV. TENGGANG WAKTU dan UPAYA ADMINISTRATIF. 

- Bahwa Obyek Sengketa baru diketahui oleh PENGGUGAT yang telah 

merugikan hak dan kepentingan  PENGGUGAT, setelah PENGGUGAT hadir di 

kantor Notaris Agustine Esther, S.H. yang berkedudukan  di Kota Surakarta, 

pada tanggal 26 Agustus 2025  dimana Surat tersebut akan dipergunakan untuk 

melakukan perbuatan hukum oleh FENNY HENDRO GUNAWAN (mantan istri); 

- Bahwa Setelah PENGGUGAT mengetahui surat tersebut maka PENGGUGAT 

pada tanggal 4 September 2025 telah mengajukan surat Permohonan 

pembatalan Obyek Sengketa yang ditujukan kepada TERGUGAT; 

- Bahwa TERGUGAT menjawab surat dari PENGGUGAT sesuai tanggal 

pembuatan surat yang tertulis tertanggal  9 September 2025 Hal: Jawaban 

permohonan pembatalan surat keterangan No. DC.01.01/3269/2025 tersebut 

yang pada intinya menolak permohonan PENGGUGAT; 

- Atas penolakan tersebut maka Obyek Sengketa tersebut diatas telah merugikan 

kepentingan PENGGUGAT, dan gugatan ini diajukan pada tanggal 29 Oktober 

2025, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak dikeluarkanya surat 

penolakan dari TERGUGAT tersebut, sehingga gugatan PENGGUGAT sudah 

patut dan selayaknya untuk dapat diterima; 

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 6 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA 

ADMINISTRATIF dan PENGGUGAT sudah melaksanakan upaya administratif 

sebagai berikut : 

- Bahwa pada tanggal 4 September 2025 PENGGUGAT MENGIRIMKAN 

SURAT KEBERATAN  kepada TERGUGAT Hal: Permohonan Pembatalan 

Surat Keterangan No: DC.01.01/3269/2025; 

- Bahwa kemudian TERGUGAT dalam JAWABANNYA menanggapi surat 

dari PENGGUGAT dan mengirimkan kepada PENGGUGAT surat tertanggal 

9 September 2025 di bawah Nomor : DC7957/2025, Hal Jawaban 

permohonan pembatalan surat keterangan No. DC.01.01/3269/2025, yang 

pada intinya menolak surat permohonan PENGGUGAT; 
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- Bahwa kemudian PENGGUGAT  MENGAJUKAN BANDING 

ADMINISTRASI kepada atasan TERGUGAT dengan surat tertanggal 13 

Oktober 2015, Nomor : 035/13012025/EW/2025, Hal : Banding Administrasi 

Atas Surat Nomor : DC/7957/2025 Tertanggal 9 September 2025 Hal : 

Jawaban Permohonan Pembatalan Surat Keterangan No : 

DC.01.01/3269/2025; 

- Bahwa atas surat Banding administrasi tersebut atasan TERGUGAT WALI 

KOTA SURAKARTA memberikan JAWABAN tanggapan dengan surat 

Nomor : B/1003.11/3347, Hal : Jawaban Banding Admistrasi, yang  intinya 

menolak banding administrasi PENGGUGAT; 

 

V. ALASAN GUGATAN 

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah untuk mengajukan 

Permohonan Pembatalan dan/atau pencabutan OBYEK GUGATAN berupa : Surat 

Keterangan Pembatalan Perceraian No: DC.01.01/3269/2025, tertanggal 16 April  

2025, antara Gunawan  Pranoto dengan Fenny Hendro Gunawan yang dikeluarkan 

oleh TERGUGAT, dengan dasar dan alasan sebagai berikut : 

1. Bahwa awal mula, PENGGUGAT melangsungkan pernikahan dengan FENNY 

HENDRO GUNAWAN pada 10 Januari 1992, berdasarkan Kutipan Akta 

Perkawaninan Nomor : C.07/1992, tanggal 10 Januari 1992, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Surakarta; 

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang 

masing-masing bernama: 

• TIFFANI MARSHA PRANOTO 

• JASON MATTHEW PRANOTO 

• CHICO MATTHEUS PRANOTO 

• SEAN MATTHEUS PRANOTO 

3. Bahwa selama perkawinan tersebut terjalin secara harmonis, hingga akhirnya 

PENGGUGAT dengan FENNY HENDRO GUNAWAN BERPISAH dan 

BERCERAI berdasarkan Putusan Perceraian Nomor : 269/Pdt.G/2014/PN.Skt.,  

tanggal 11 Februari 2015 dikarena alasan satu dua hal lainnya; 
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4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Februari 

2015, Nomor : 269/Pdt.G/2014/PN.Skt.,   telah diputus perceraian antara 

PENGGUGAT dengan mantan istri PENGGUGAT – FENNY HENDRO 

GUNAWAN; 

5. Bahwa adapun isi dalam putusan perceraian perkara Nomor : 

269/Pdt.G/2014/PN.Skt. tanggal 11 Februari 2015 tersebut, amarnya berbunyi 

sebagai berikut: 

 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; 

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 

sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 

C.07/1992 tanggal 10 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor 

Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, putus karena perceraian dengan 

segala akibat hukumnya; 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau 

pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan 

putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surakarta untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan 

Tergugat ke dalam register perceraian dari tahun yang sedang 

berjalan dan menerbitkan akta perceraiannya; 

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 

Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah). 

6. Bahwa dari Putusan perceraian tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian 

Nomor : 3372-CR-10032015-0001 antara GUNAWAN PRANOTO vs FENNY 

HENDRO GUNAWAN, tertanggal 10 Maret 2015; 

7. Bahwa dengan demikian, peceraian antara Gunawan Pranoto dan Fenny 

Hendro Gunawan telah resmi tecatat oleh Negera dan/atau Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta; 
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8. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT Gunawan Pranoto, telah menikah kembali 

pada 07 Agustus 2018, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan 

Nomor : 3372-KW-02082018-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 15 November 2024; 

9. Bahwa PENGGUGAT telah hidup harmonis, bahagia dan nyaman dengan istri / 

Keluarga Barunya, Namun kemudian terusik dengan perbuatan Fenny Hendro 

Gunawan yang mengajukan Perlawanan atas Putusan Perceraian tersebut; 

10. Bahwa Perlawanan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta dan 

teregister dalam Perkara Nomor : 269/Pdt.Plw/2014, antara Fenny Hendro 

Gunwan (PELAWAN) dengan Gunawan Pranoto (TERLAWAN), yang telah di 

putus pada 8 Maret 2018 dengan amar berbunyi: 

 

MENGADILI: 

DALAM EKSEPSI 

Menolak Eksepsi Terlawan 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Menyatakan bahwa Perlawanan (Verzet) terhadap putusan verstek 

tanggal 11 Februari 2015, Nomor : 269/Pdt.G/2014/PN.Skt tidak tepat 

dan tidak beralasan. 

2. Menyatakan oleh karena itu bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak 

benar. 

3. Mempertahankan putusan verstek tanggal 11 Februari 2015, Nomor : 

269/Pdt.G/2014/PN.Skt. 

4. Menghukum Pelawan/Tergugat semula untuk membayar biaya perkara 

yang hingga kini sejumlah Rp. 767.000,00 (Tujuh  ratus enam puluh tujuh 

ribu rupuah) 

 

11. Bahwa diketahui dari putusan Perlawan tersebut di atas, pada pokoknya bahwa 

Putusan Percaraian tersebut dikuatkan oleh Putusan Perlawanan yang diputus 

oleh Pengadilan Negeri Surakarta; 

12. Bahwa dari Putusan Tingkat I / Pertama tersebut Fenny Hendro Gunawan 

mengajukan Upaya Hukum Banding selanjutnya disebut sebagai Pembanding / 
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semula Pelawan, yang teregister dalam Perkara Nomor : 

272/Pdt/2018/PT.SMG.;  

13. Bahwa dari perkara tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di 

Semarang telah memutus perkara  Nomor : 272/Pdt/2018/PT.SMG., tanggal 23 

Agustus 2018, dengan amar berbunyi: 

 

M E N G A D I L I: 

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan semula 

Tergugat. 

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :                        

269/Pdt.PIw/2014/PN.Skt, tanggal 8 Maret 2018. 

 

MENGADILI SENDIRI: 

1. Menyatakan bahwa Pelawan dalam perkara perlawanan tersebut adalah 

Pelawan yang benar. 

2. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 

269/Pdt.G/2014/PN.Skt, tanggal 11 Februari 2015 adalah ne bis in idem, 

sehingga tidak dapat diterima. 

3. Menghukum Terbanding/Terlawan semula Penggungat untuk membayar 

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding 

sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 

 

14. Bahwa dari Putusan Tingkat II / Kedua tersebut di atas, Gunawan Pranoto 

mengajukan Upaya Hukum Kasasi, selanjutnya disebut Pemohon Kasasi, 

dimana perkara teregister dengan Nomor : 999/K/Pdt/2019; 

15. Bahwa dari perkara tingkat Kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik 

Indonesia memutus perkara Nomor: 999/K/Pdt/2019, tanggal 08 Mei 2019, 

dengan amar berbunyi : 

M E N G A D I L I: 

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUNAWAN PRANOTO 

tersebut; 
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2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 

kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

 

16. Bahwa dari Putusan Tingkat III / ketiga Kasasi tersebut di atas, Gunawan 

Pranoto mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut 

Pemohon Peninjauan Kembali, dimana perkara teregister dengan Nomor : 24 

PK/Pdt/2021; 

17. Bahwa dari perkara tingkat Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah 

Agung Republik Indonesia memutus perkara Nomor : 24 PK/Pdt/2021, tanggal 

24 Februari 2021, dengan amar berbunyi: 

 

M E N G A D I L I: 

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali GUNAWAN PRANOTO tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya 

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang daiam tingkat 

peninjauan kembali sejumiah Rp2.500.000.00 (dua iuta lima ratus 

ribu rupiah); 

18. Bahwa dari Putusan-putusan perkara Perlawanan, perkara Nomor : 

269/Pdt.Plw/2014, tanggal 8 Maret 2018 juncto perkara Nomor : 

272/Pdt/2018/PT.SMG., tanggal 23 Agustus 2018 juncto perkara Nomor : 

999/K/Pdt/2019, tanggal 08 Mei 2019 juncto perkara Nomor : 24 PK/Pdt/2021, 

tanggal 24 Februari 2021, tidak ada satupun amar Putusan yang 

Memerintahkan untuk dicatatkan Pembatalan Perceraian pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta; 

19. Bahwa IRONISNYA, justru Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kota Surakarta / TERGUGAT a quo, membuat dan mengeluarkan sebuah Surat 

Keterangan Pembatalan Perceraian Nomor : DC.01.01/3269/2025, tertanggal 

16 April 2025, tentang Pembatalan Perceraian antara Gunawan Pranoto 

dengan Fenny Hendro Gunawan (OBYEK SENGKETA); 
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20. Bahwa yang menjadi catatan selanjutnya adalah Kepala Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta / TERGUGAT tidak memberitahukan Surat 

Keterangan Pembatalan Perceraian tersebut di atas kepada PENGGUGAT; 

21. Bahwa PENGGUGAT mengetahui Surat Keterangan Pembatalan Perceraian 

tersebut dari Notaris Agustine Esther, S.H., Notaris di Surakarta; 

22. Bahwa tindakan kesewenang-wenangan TERGUGAT dengan mengeluarkan 

Surat Ketarangan Pembatalan Perceraian yang tidak ada dalam isi amar 

Putusan merupakan Tindakan Melawan Hukum, maka produk tersebut dapat 

dikatakan Cacat Hukum; 

23. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPeratun) menyebutkan 

sebagai berikut: 

 

Ayat (1) 

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan 

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi 

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti 

rugi dan/atau direhabilitasi. 

Ayat (2) 

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), adalah: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik.  

24. Bahwa sesuai Peraturan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur 

yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 dan peraturan pelaksanaannya, bahwa Dasar Hukum utamanya 

adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 96 Tahun 2018 tentang 
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persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,  

yang diperjelas lebih lanjut oleh Permendagri Nomor : 108 Tahun 2019,  

bahwa peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih rinci bagi 

pemerintah daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti 

pendaftaran penduduk, penerbitan NIK, dan pencatatan peristiwa penting 

seperti kelahiran, kematian, serta perkawinan;     

25. Bahwa sesuai bunyi Pasal 1 Ayat 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019,  

Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh 

seseorang dalam regester Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota; 

26. Bahwa bunyi Pasal 1 Ayat 4 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 

Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku 

instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan; 

27. Bahwa bunyi Pasal 13 Ayat 1  Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang 

dimaksut Peristiwa Penting  terdiri atas Kelahiran, Perkawinan, Pembatalan 

Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perceraian, Kematian, Pengangkatan 

Anak, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Perubahan Nama, Perubahan 

Status Kewarganegaraan, Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, Pembatalan Akta 

Pencatatan Sipil; 

28. Bahwa sangat jelas dengan bunyi Pasal tersebut diatas bahwa TERGUGAT 

yaitu DISDUKCAPIL selaku Instansi pelaksana yang membidangi urusan 

Administrasi dan Mencatat saja pada Register yang ada dan Menerbitkan 

Kutipannya, Bukan  Mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan 

Perceraian. 

29. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang digugat a quo bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor: 30 Tahun 2014, yakni:  

• Asas Kepastian hukum: 

Bahwa Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh 

seseorang berdasarkan peraturan hukum; Dari pengertian tersebut, 

Bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Obyek 
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Sengketa yang Cacat Administratif telah menimbulkan tidak adanya 

Kepastian Hukum. 

• Asas Kecermatan dan Profesionalitas:  

Bahwa dalam hal ini Tergugat yang telahs menerbitkan surat keputusan / 

obyek sengketa tanpa lebih dahulu melakukan pengkajian dan penelitian, 

membuat Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak profesional. 

Maka alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sudah 

sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU PERATUN dan terhadap Obyek 

Sengketa sudah berdasar untuk dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga 

kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Obyek Gugatan. Bahwa sudah 

seharusnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q. Yang Mulia 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan 

mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

30. Bahwa perlu PENGGUGAT tekankan kembali, Bahwa pengajuan Gugatan a 

quo atas Obyek Sengketa (Surat Keterangan Pembatalan Perceraian No: 

DC.01.01/3269/2025, tertanggal 16 April  2025) yang dikeluarkan TERGUGAT 

(Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) 

dikarenakan dalam amar putusan perkara No.269/Pdt.PLW/2014/PN.Skt. 

antara Fenny Hendro Gunawan sebagai Penggugat melawan Gunawan 

Pranoto sebagai Terguggat, tertanggal 8 Maret 2018, dalam putusan 

perkara tersebut Amar putusannya tidak pernah menyebut atau 

memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Surakarta untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan 

Perceraian; 

 

VI. PETITUM 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Yang Mulia 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk 

menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Pembatalan Perceraian 

No: DC.01.01/3269/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 16 April  

2025 antara GUNAWAN  PRANOTO dengan FENNY HENDRO 

GUNAWAN;  

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Pembatalan 

Perceraian No: DC.01.01/3269/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 16 April  

2025 antara GUNAWAN  PRANOTO dengan FENNY HENDRO 

GUNAWAN; 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 

 

Tergugat telah mengunggah  Jawabannya  melalui  Sistem Informasi 

Persidangan  Elektronik (e-court) dan telah diverifiksi oleh Majelis Hakim, pada 11 

Desember  2025,   yang pada pokoknya menyatakan sebagai  berikut : 

Perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat 

sebagai berikut : 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 

3372-CR-10032015-0001 antara Gunawan Pranoto dan Fenny Hendro 

Gunawan tertanggal 10 Maret 2015 berdasarkan permohonan dari 

Penggugat lewat kuasanya Dwi Harjanto dengan menyerahkan persyaratan 

berupa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 269/Pdt.G/2014/PN. 

Skt tanggal 11 Februari 2015 yang telah inkracht berdasarkan keterangan 

tertulis dari Panitera Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 2 Maret 2015.  

2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan pula Surat Keterangan 

Pembatalan Perceraian Nomor : DC.01.01/3269/2025 tertanggal 16 April 

2025 berdasarkan permohonan Fenny Hendro Gunawan dengan 

menyerahkan persyaratan berupa Putusan Nomor: 269/Pdt.Plw/2014, 

tanggal 8 Maret 2018 juncto perkara Nomor : 272/Pdt/2018/PT.SMG., 

tanggal 23 Agustus 2018 juncto perkara Nomor : 999/K/Pdt/2019, tanggal 08 

Mei 2019 juncto perkara Nomor: 24 PK/Pdt/2021, tanggal 24 Februari 2021. 

3. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Perceraian 

Nomor : 3372-CR-10032015-0001 antara Gunawan Pranoto dan Fenny 
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Hendro Gunawan tertanggal 10 Maret 2015 maupun penerbitan Surat 

Keterangan Pembatalan Perceraian Nomor : DC.01.01/3269/2025 tertanggal 

16 April 2025 telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yaitu Pasal 57 dan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.  

4. Bahwa Tergugat selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan sesuai 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

di mana Undang-Undang tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan, 

pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam pertimbangan dalam pembentukan Undang-

Undang tersebut.  

5. Bahwa meskipun putusan pengadilan Nomor : 269/Pdt.Plw/2014, tanggal 8 

Maret 2018 juncto perkara Nomor : 272/Pdt/2018/PT.SMG., tanggal 23 

Agustus 2018 juncto perkara Nomor : 999/K/Pdt/2019, tanggal 08 Mei 2019 

juncto perkara Nomor : 24 PK/Pdt/2021, tanggal 24 Februari 2021 tidak 

memuat perintah penerbitan surat pembatalan perceraian namun tidak dapat 

dipungkiri terjadi peristiwa pembatalan perceraian berdasar putusan 

pengadilan yang kemudian menjadi tanggung jawab Tergugat berdasar 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

untuk menjamin kepastian hukum atas peristiwa penting kependudukan 

tersebut ketika ada permohonan dari Fenny Hendro Gunawan. 

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat 

sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan: 

 

DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak 

diterima. 

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. 
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 Tergugat II Intervensi telah mengunggah  Jawabannya  melalui  Sistem 

Informasi Persidangan  Elektronik (e-court) dan telah diverifiksi oleh Majelis Hakim, 

pada 8 Januari 2026,   yang pada pokoknya menyatakan sebagai  berikut : 

Perkenankanlah kami menyampaikan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai 

berikut : 

A. DALAM EKSEPSI  

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil 

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui; 

2. Bahwa obyek Gugatan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian Nomor : 

DC.01.01/3269/2025, tanggal 16 April 2025 diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta didasarkan pada 

keputusan lembaga peradilan yang sah dan mengikat karena putusan sudah 

bersifat pasti dan tetap serta final and binding; 

3. Bahwa Pasal 2 Undang-undang PTUN mengatur: 

 

Pasal 2 

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut 

undang-undang ini: 

a.  Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 

perdata; 

b.  Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang 

bersifat umum; 

c.  Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 

d.  Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan 

Kitab Undang-Undang hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat 

hukum pidana; 

e.  Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia; 

g.  Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai 

hasil pemilihan umum; 

 

4. Bahwa maka terkait Obyek Sengketa Surat Keterangan Pembatalan 

Perceraian Nomor : DC.01.01/3269/2025, tanggal 16 April 2025 diterbitkan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta seharusnya 

tidak dapat lagi diuji dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara karena 

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 

pemeriksaan badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan 

Perundangan yang berlaku (Pasal 2 huruf e UU PTUN);  

5. Bahwa pengajuan Gugatan Penggugat atas Surat Pembatalan Cerai Nomor 

Dc.01.01/3269/2025 jika dibatalkan akan berakibat pada status Hukum 

maupun Administrasi Kependudukan Pemohon baik dalam KK (Kartu 

Keluarga) maupun KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sudah selaras 

dengan penerapan hukum sesuai dengan Putusan Nomor 

269/Pdt.G/2014/PN. Skt, tanggal 11 Februari dan Putusan perkara 

Perlawanan Nomor 269/Pdt.Plw/2014, tanggal 8 Maret 2018 Jo. Perkara 

Nomor 272/Pdt/2018/PT.SMG, tanggal 23 Agustus 2018 Jo. Perkara Nomor 

999/K/Pdt/2019, tanggal 24 Februari 08 Mei 2019 Jo. Perkara Nomor 

24PKPdt/2021, tanggal 24 Februari 2021; 

 
6. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian Nomor : DC.01.01/3269/2025, 

tanggal 16 April 2025 merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang 

telah Berkekuatan Hukum Pasti dan Tetap (in kracht van geweijsde), yaitu 

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2014/PN. Skt, tanggal 11 Februari 2015 dan 

Putusan perkara Perlawanan Nomor 269/Pdt.Plw/2014, tanggal 8 Maret 

2018 Jo. Perkara Nomor 272/Pdt/2018/PT.SMG, tanggal 23 Agustus 2018 

Jo. Perkara Nomor 999/K/Pdt/2019, tanggal 24 Februari 08 Mei 2019 Jo. 

Perkara Nomor 24PKPdt/2021, tanggal 24 Februari 2021; 

7. Berdasarkan maksud angka 2, 3, dan 4 di atas maka Tergugat II 

Intervensi mohon kepada Majelis yang terhormat untuk menyatakan 
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Menolak Gugatan Penggugat dengan alasan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan di mana Undang-Undang tersebut ditujukan untuk 

memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, 

dan status hukum atas peristiwa Kependudukan dan peristiwa 

penting yang dialami oleh penduduk Indonesia sebagaimana 

tercantum dalam pertimbangan dalam pembentukan Undang-

Undang tersebut. Dan juga sesuai dengan Undang-undang TUN; 

8. Bahwa oleh karenanya alasan Eksepsi dapat diterima dan Tergugat II 

Intervensi mohon kepada Majelis yang terhormat untuk menyatakan 

Menolak Gugatan Penggugat. 

 

B. DALAM POKOK PERKARA 

I. PENGGUGAT TELAH MEMANIPULASI FAKTA HUKUM DAN 

PROSEDUR HUKUM DALAM KASUS AQUO (AKROBATIK HUKUM) 

1. Bahwa Penggugat telah memanipulasi alamat tempat tinggal Tergugat 

II Intervensi sebagai istrinya yang sah sehingga terbit putusan verstek 

tentang Perceraian Daftar Nomor 269/Pdt.G/2014/PN.Skt., tanggal 11 

Februari 2015. Dengan adanya Putusan Verstek tersebut Tergugat II 

Intervensi telah mengajukan Verzet atas Putusan Verstek pada tanggal 

9 Agustus 2017 dengan Nomor 269/Pdt.Plw/2017/PN Skt; 

 

2. Bahwa Penggugat telah menunjuk kuasa hukum mewakili dirinya 

sebagai Terlawan mulai di tingkat Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan 

Tinggi Semarang, Kasasi di Mahkamah Agung maupun Upaya PK 

(Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung. Semua proses hukum 

berakhir dengan kemenangan Tergugat II Intervensi yaitu, Perceraian 

dalam Putusan Verstek telah dianulir Artinya secara hukum Tergugat 

II Intervensi masih tetap sebagai Istri Sah Penggugat; 

3. Bahwa Penggugat telah beritikat buruk (bad faith) dengan merekayasa 

gugatan dan membohongi Pengadilan Negeri Solo sehingga terbit 

Putusan Verstek tentang Perceraian. Untungnya Lembaga Peradilan 
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tidak dapat disesatkan dengan ulah Penggugat sehingga terbit Putusan 

Verzet yang sudah membatalkan Putusan Verstek tersebut sampai di 

tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Artinya Putusan tersebut 

sudah tidak boleh ditafsirkan lain maupun dikesampingkan oleh 

siapapun ataupun Lembaga manapun sebagai wujud nyata Negara 

Hukum, melainkan Putusan harus dihormati maupun ditaati mengingat 

Putusan sudah Berkekuatan Hukum Pasti dan Tetap (in kracht van 

geweijsde) dan sudah sampai di tingkat Peninjauan Kembali (final and 

binding); 

4. Bahwa bukan hanya Lembaga Peradilan yang dimanipulasi Fakta 

Hukum oleh Penggugat tapi Tergugat II Intervensi sebagai pencatat 

status kawin dan cerai juga telah dimanipulasi dengan pemberian 

keterangan, seolah-olah sudah ada putusan cerai yang in kracht van 

geweisde padahal Penggugat mengetahui dengan pasti karena 

mengikuti proses Upaya Hukum Verzet sampai di tingkat Mahkamah 

Agung, Dan Penggugat mengetahui Putusan Verstek tentang 

perceraian telah dibatalkan oleh Putusan Verzet yang sudah 

berkekuatan hukum pasti dan tetap; 

5. Bahwa ironisnya, Penggugat yang membuat akrobatik hukum dan 

mengacaukan tertib beracara (due process of law), membuat ulah baru 

dengan menyalahkan Tergugat I yang notabene merupakan pihak atau 

subyek  hukum sebagai pelaksana putusan dan pelaksana penerapan 

hukum dalam kasus a quo, secara tidak cermat, dan telah membuat 

ketidak-pastian hukum. Padahal kalau Penggugat mau menghormati 

dan menaati Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan 

hukum pasti dan tetap maka gugatan Penggugat sudah batal demi 

hukum dengan sendirinya. Kita mengetahui bersama bahwa Kepastian 

Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan dapat terjawab dalam 

sebuah putusan yang telah berkekuatan pasti dan tetap. Serta semua 

upaya hukum telah selesai dengan putusan Peninjauan Kembali (final 

and binding). Artinya, yang merusak ketertiban hukum, kepastian 
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hukum, dan keadilan serta kemanfatan hukum adalah Penggugat 

sendiri bukan pihak lain; 

6. Bahwa Penggugat melakukan semua ini demi untuk menjustifikasi 

pikirannya sendiri agar bisa bertindak semau sendiri, kapan bisa cerai 

dan kapan bisa kawin. Penggugat lupa hukum membatasi dan 

mencegah tindakan kesewenang-wenangan Penggugat tersebut, 

karena hal tersebut bertentangan hukum perkawinan maupun hukum 

perdata bahkan berusaha mengelabui Hukum Administrasi Negara; 

7. Bahwa terbukti jelas, di tengah proses Perkara Verzet tahun 2017 

sampai putusan Peninjauan Kembali Nomor 24PK/Pdt/2021, tanggal 24 

Februari 2021, Penggugat telah kawin dengan perempuan lain pada 7 

Agustus 2018. Bukankah tindakan Penggugat ini merupakan tindakan 

melawan hukum? Mengacaukan tertib hukum. Memiliki dua istri tetapi 

beragama Kristen dan timur asing Tionghoa yang tunduk pada Asas 

Monogami dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

8. Bahwa sesuai prinsip hukum dan aturan dalam Hukum Administrasi 

Negara, maka Surat Keterangan Pembatalan Perceraian Nomor : 

DC.01.01/3269/2025, tanggal 16 April 2025 diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah sesuai 

dengan penerapan hukum dan prinsip good governance, juga sebagai 

penunjang penerapan hukum yang benar. 

 

II. ADA AGENDA TERSELUBUNG DI BALIK GUGATAN PENGGUGAT 

DALAM PERKARA AQUO (HIDDEN AGENDA) 

1. Penggugat bermaksud memandulkan Putusan Mahkamah Agung yang 

sudah berkekuatan hukum pasti dan tetap tentang status perkawinan 

Tergugat II Intervensi dengan Penggugat; 

2. Penggugat berusaha membuat ketida-pastian hukum bagi Tergugat II 

Intervensi selaku istri sah Penggugat; 

3. Penggugat berusaha melegalkan status perempuan lain yang terlanjur 

dibuat Akte Kawin. Padahal adanya larangan bagi suami yang 

beragama Kristen untuk memiliki dua istri yang sah; 
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4. Penggugat berusaha mencuci tangan atas kesalahannya karena 

memanipulasi proses hukum dengan mencari kambing hitam kepada 

Tergugat II Intervensi; 

5. Bahwa kami percaya lembaga peradilan tidak akan disesatkan dengan 

itikad buruk Penggugat tersebut. 

 

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat 

kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai 

berikut : 

A. DALAM EKSEPSI 

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; 

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; 

- Menyatakan bahwa obyek sengketa Surat Keterangan Pembatalan 

Perceraian Nomor : DC.01.01/3269/2025, tanggal 16 April 2025 diterbitkan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Sah dan 

berkekuatan hukum.  

B. DALAM POKOK PERKARA 

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. 

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut  Penggugat tidak 

menggunakan haknya tidak mengajukan Replik walapun Majelis Hakim telah 

memberikan kesempatan untuk itu  

Penggugat  telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang 

dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan  dengan  aslinya atau fotokopinya  

dengan  diberi  tanda bukti P-1 sampai dengan P- 8b, sebagai berikut : 

1. P - 1a : Surat Keterangan Pembatalan Perceraian No.Dc.01.01/3269/2025, 

tanggal 16 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta antara  

GUNAWAN PRANOTO dengan FENNY HENDRO GUNAWAN, 

(fotokopi sesuai aslinya); 
 

P - 1b : Surat Nomor : 039/13112025/EW/XI/2025,  tertanggal 13 

November 2025, Perihal  Permohonan Salinan Surat Keterangan 
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Nomor : DC.01.01/3269/2025, tertanggal 16 April 2025, (fotokopi 

sesuai aslinya); 

2. P - 2 : Salinan Putusan Perceraian Nomor : 269/Pdt.G/2014/PN.Skt, 

tanggal 11 Februari 2015, (fotokopi sesuai Salinan); 

3. P - 3 : Akta Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta 

Perceraian yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2015, 

(fotokopi dari fotokopi); 

4. P - 4 : Akta Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta 

Perkawinan yang di keluarkan pada tanggal 15 november 2024,  

(fotokopi sesuai aslinya); 

5. P - 5 : Kartu Keluarga (KK) No. 3372040805130006 yang dikeluarkan 

tanggal 15 Desember 2022, (fotokopi sesuai aslinya); 

6. P - 6a : Salinan Putusan Perlawanan Nomor : 269/Pdt.PLW/2014/PN.Skt, 

tanggal 8 Maret 2018, (fotokopi sesuai Salinan); 

 P - 6b : Salinan Putusan Banding Nomor : 272//Pdt.PLW/2018/PN.SMG, 

tanggal 23 Agustus 2018, (fotokopi sesuai Salinan);  

 P - 6c : Salinan Putusan Kasasi Nomor : 999/K/Pdt/2019, tanggal 8 Mei 

2019, (fotokopi sesuai Salinan); 

 P - 6d : Salinan Putusan PK Nomor : 24/PK/Pdt/2021, tanggal 24 Februari 

2021, tanggal 24 Februari 2021, (fotokopi sesuai Salinan); 

7. P - 7a : Surat tertanggal 4 September 2025, perihal Permohonan 

Pembatalan Surat Keterangan No.DC.01.01/3269/2025, (fotokopi 

sesuai aslinya); 

 P - 7b : Surat Nomor : DC/7957/2025, tanggal 9 September 2025, Perihal 

Jawaban Permohonan Pembatalan Surat Keterangan 

No.DC.01.01/3269/2025, (fotokopi sesuai Salinan); 

8. P - 8a : Surat Nomor : 035/13102025/EW/X/2025, tertanggal 13 Oktober 

2025, Perihal Banding Administrasi atas surat Nomor : 

DC/7957/2025 tertanggal 9 September 2025 Hal : Jawaban 

Permohonan Pembatalan Surat Ketwrangan 

No.DC.01.01/3269/2025, (fotokopi sesuai Salinan); 
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 P - 8b : Surat Nomor : B/1003.11/3347, tertanggal 21 Oktober 2025, 

Perihal Jawaban Banding Administrasi, (fotokopi sesuai Salinan); 

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang 

dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan  dengan  aslinya atau fotokopinya  

dengan  diberi  tanda  T-1 sampai dengan T-22 sebagai berikut : 

1. T - 1 : Surat Keterangan Pembatalan perceraian Nomor : 

DC.01.01/3269/2025 Tanggal 16 April 2025 tentang Pembatalan 

Perceraian antara Gunawan Pranoto dan Fenny Hendro 

Gunawan, (fotokopi sesuai aslinya); 

2. T - 2 :  Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (F-

2.01) Tanggal 16 April 2025 perihal Pembatalan Perceraian dari 

Fenny Hendro Gunawan, (fotokopi sesuai aslinya); 

3. T - 3 :  Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-

1.06, (fotokopi sesuai aslinya); 

4. T - 4 :  Kartu Tanda Penduduk (KTP)  Nomor 33720444401670024, 

atas nama Fenny Hendro Gunawan, (fotokopi dari fotokopi); 

5. T -  5 :  Kutipan Akta Perceraian antara Gunawan Pranoto dan Fenny 

Hendro Gunawan, (fotokopi dari fotokopi); 

6. T - 6 :  Kartu Keluarga (KK) Nomor 337040908160005 yang berisi data 

keluarga atas nama Fenny Hendro Gunawan dengan status cerai 

tercatat, (fotokopi sesuai aslinya); 

7. T - 7 :  Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1.02) untuk 

perubahan elemen data yang tercantum dalam KK yang dimohon 

oleh Fenny Hendro Gunawan, (fotokopi sesuai aslinya); 

8 T - 8 :  Tanda Terima Pelayanan Administrasi Kependudukan Tanggal 

16 April 2025 yang dimohon Fenny Hendro Gunawan, (fotokopi 

sesuai aslinya); 

9. T - 9 :  Putusan Pengadilan Negeri No.269/Pdt.Plw/2014/PN.Skt 

Tanggal 11 Februari 2025, (fotokopi dari fotokopi); 

10. T- 10 :  Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 272/Pdt/2018/PT.SMG 

Tanggal 23 Agustus 2018, (fotokopi dari fotokopi); 

11. T - 11 :  Putusan Mahkamah Agung No 999/K/Pdt/2018 Tanggal 8 Mei 
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2019, (fotokopi dari fotokopi); 

12. T - 12 :  Putusan Peninjauan Kembali No 24/PK/Pdt/2021 tanggal 24 

Februari 2021, (fotokopi dari fotokopi); 

13. T- 13 :  Kutipan Akta Perkawinan ( Gunawan Pranoto dengan fenny 

Hendro Gunawan, (fotokopi sesuai aslinya); 

14. T - 14 : Akta Perceraian dalam buku Register Akta Perceraian Nomor : 

CR.10032015.001 antara Gunawan Pranoto dengan Fenny 

Hendo Gunawan, (Fotokopi dari aslinya); 

15. T - 15  : catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Perceraian, tanggal 16 

April 2025, (Fotokopi dari aslinya); 

16. T-16 : Formulir Pencatatan Perceraian (Kode- F1.19) tanggal 10-3-

2015, (Fotokopi dari aslinya); 

17. T-17 :  Surat Kuasa Khusus antara Gunawan Pranoto dan Dwi Harjanto, 

(Fotokopi dari aslinya); 

18. T-18 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3372042404670004 atas 

nama Gunawan Pranoto, (Fotokopi dari fotokopinya); 

19. T-19 : Kartu Keluarga (KK) Nomor 337204080513006 yang berisi data 

Keluarga atas nama Gunawan Pranoto, (Fotokopi dari 

fotokopinya); 

20. T-20 : Kutipan Akta Perkawinan No.C.07/1992, tanggal 10 Januari 1992 

antara Gunawan Pranoto dan Fenny Hendro Gunawan, 

(Fotokopi dari fotokopinya); 

21. T-21 : Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor  

269/Pdt.G/2014/PN.Skt tanggal 11 Februari 2015, (Fotokopi dari 

aslinya); 

22. T-22 : Surat dari Pengadilan Negeri Kelas I A khususu Surakarta  

berupa Salinan Putusan Nomor W12-U2/349/HT.04.01/III/2015, 

tanggal 27 Februari 2015, (Fotokopi dari aslinya); 

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi 

surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan  dengan  aslinya atau 

fotokopinya  dengan  diberi  tanda  T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-15 sebagai berikut: 
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1. T II-Int -1 : Kartu Tanda Penduduk a.n FENNY HENDRO GUNAWAN, 

(fotokopi sesuai aslinya); 

2. T II-Int- 2 : Kartu Keluarga Nomor 3372040908160005 an. FENNY 

HENDRO GUNAWAN, (fotokopi sesuai aslinya); 

3. T II-Int-3 : Akta Perkawinan  Nomor C.07/1992 yang diterbitkan oleh 

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, 

tanggal 10 Januari 1992, (fotokopi sesuai aslinya); 

4. T II-Int -4 : Surat Keterangan Pembatalan Perceraian Nomor 

DC.01.01/3269/2025 yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 16 April 2025, 

(fotokopi sesuai aslinya); 

5. T II-Int- 5 : Putusan Perdata Perkara Nomor.158/Pdt.G/2011/PN.Ska, 

(fotokopi sesuai aslinya); 

6. T II-Int-6 : Putusan Banding Perdata Perkara Nomor 

248/Pdt/2012/PT.Smg jo.158/Pdt.G/2011, (fotokopi sesuai 

aslinya); 

7. T II-Int-7 : Putusan Kasasi Perdata Nomor : 3171 K/Pdt/2012/PT.Smg 

jo.158/Pdt.G/2011, (fotokopi sesuai aslinya); 

8 T II-Int-8 : Putusan Perkara Perdata Nomor 269/Pdt.G/2014/PN.Skt  

(fotokopi dari legalisir); 

9. T II-Int-9 : Putusan Perkara Peredata Nomor 269/Pdt.Plw/2014/PN.Skt, 

(fotokopi sesuai asliunya); 

10 T II-Int-10 : Putusan Banding Perkara Perdata Nomor 

272/Pdt/2018/PT.SMG jo.269/Pdt.Plw/2014/PN,Skt, (fotokopi 

sesuai aslinya); 

11 T II-Int-11 : Putusan Kasasi Perkara Perdata Nomor 999.K/Pdt/2019 

jo269/Pdt.Plw/2014/PN.Skt, (fotokopi sesuai aslinya); 

12. T II-Int-12 : Putusan PK (Peninjauan Kembali) Perkara Perdata Nomor 

24 PK/Pdt/2021 jo.269/Pdt.Plw/2014/PN.Skt, (fotokopi sesuai 

asalinya); 

13. T.II.Int-13 : Somasi pada tanggal 7  Oktober 2025 Nomor 
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116/PTA.W/SOM/X/2025 kepada Sdr.Gunawan Pranoto, 

(Fotokopi dari aslinya); 

14. T.II.Int-14 : Somasi pada tanggal 30 Oktober 2025 Nomor 

122/PTA.W/SOM/X/2025, Pwrihal somasi ke 2, (fotokopi 

sesuai Salinan); 

15. T.II.Int-15 : Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Surakarta pada 

tanggal 10 Februari 2023 tentang pengembalian berkas 

Permohonan Peninjauan Kembali perkara Nomor 

269/Pdt.G/2014/PN.Skt, tanggal 11 Februari dan Putusan 

Perkara Perlawanan Nomor 269/Pdt.Plw/2014, tanggal 8 

Maret 2018 Jo Perkara Nomor 272/Pdt/2018/PT.SMG 

tanggal 23 Agustus 2018 Jo Perkara Nomore 

999/K/Pdt/2019, tanggal 24 Februari 20219 Jo Perkara 

Nomor 24 PKPdt/2021, tanggal 243 Februari 2021, , (fotokopi 

sesuai foto kopinya); 

 

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar 

keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang selengkapnya sebagaimana 

tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang pada pokoknya 

memberikan keterangan sebagai berikut :  

1. Saksi 1 dari Penggugat bernama : TIMOTIUS SAPTA BUDI WIBAWA   

-  Bahwa saksi menyatakan mengetahui tentang dokumen identitas para pihak 

dan tentang dokumen perbangkan Pak Gunawan, dari dokumen yang saya 

pegang ada KTP dan dokumen akta yang lainnya, dokumen yang saya terima 

dari Notaris terkait pembatalan akta cerai; 

-  Bahwa dokumen yang saya terima adalah dokumen perceraian dan dokumen 

pernikahan, dokumen perceraian dengan istri pertama Bu Henny dan 

dokumen pernihakan dengan istri kedua Bu Henny,sedangkan dokumen yang 

terakhir diterima dari Notaris adalah dokumen pembatalan akta perceraian 

Pak Gunawan dengan Fenny, dan dokumen yang di pakai di perbankkan 

adalah dokumen Pernikahan Pak Gunawan dan Ibu Fenny jadi saya binggung 

ini sebenernya dokumen mana yang dipakai; 



 

                                                  Hal. 29 dari  50 Putusan  Nomor : 93/G/2025/PTUN.SMG  

 
 

- Saksi menyatakan setelah saya menerima dokumen tersebut ada tanda 

tangan akta hibah, pada tanggal 25 Agustus 2025 ada proses hibah sama 

Notaris ester datang ke kantor tanda tangan saya membaca akta tersebut, 

dan saya tanyakan mengenai akta pembatalan perceraian tersebut  antara 

Pak Gunawan dan Bu Fenny baru kemudian tanggal 26 Agustus 2025 

diberikan akta tersebut, kemudian baru saya sampaikan kepada Pak 

Gunawan; 

- Bahwa saksi menyatakan hibah yang diberikan pada anak-anaknya; 

-  Terekait kegunaan objek sengketa tersebut saksi menjelaskan Dokumen yang 

saya maksud yang saya pegang yang diajukan ke bank adalah dokumen yang 

terakhir, dengan kemunculan dokumen ini, membuat binggung status 

perdatanya karena pembatalan perceraian jadi dokumen mana yang untuk 

diajukan ke bank akan membuat bingung perbankkan juaga; 

- Bahwa Pak Gunawan sekarang tinggal di Kelurahan Jajar Malang, kalau di 

RM Martadinata itu rumah orang tuanya; 

- Saksi mengetahui bahwa perkawinan dengan Bu Fenny sudah bercerai; 

- Bahwa saksi mengetahu sirat pembatalan akta perceraian dari Notaris Ester; 

- Bahwa saksi menyatakan keperluannya untuk perlengkapan peristiwa hibah, 

kepada anak-anak dari Bu Fenny; 

- Saksi menyatakan tidak tahu tentang adanya putusan pengadilan; 

- Saksi menyatakan tidak tahu proses persidangan sampai dengan keluarnya  

 putusan pengadilan;  

- Saksi mulai bekerja pada keluarga besara Pak Gunawan mulai tahun 2024; 

- Saksi memegang buku nikah antara Pak Gunawan dan Bu Fenny; 

- Bahwa saksi mengatakan perkawinan dengan Bu Fenny ada 4 orang anak, 

yaitu :  

- TIFFANI MARSHA PRANOTO 

- JASON MATTHEW PRANOTO 

- CHICO MATTHEUS PRANOTO 

- SEAN MATTHEUS PRANOTO 

- Bbahwa saksi menyatakan pembatalan bukan di Kantor Notaris tapi di 

Kantor Logam, karena Notarisnya yang datang ke Kantor Logam; 
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- Bahwa saksi mengetahui Bu fenny istri sah dari Pak Gunawan berdasarkan 

dokumen; 

 

2. Saksi ke 2 dari Penggugat bernama : AGUS KURNIAWAN  

-  Bahwa saksi tahu alamat Pak gunawan di RE Martadinata, kalau sekarang di 

Jajar Malang, yang di RE Martadhinata adalah orang tuanya; 

-  Bahwa mengatakan Pak Gunawan sering ke RE Martadhinata nengok orang 

tuanya, anak-anaknya tinggal di RM Sahid; 

-  Bahwa saksi menyatakan mengetahui Pak Gunawan sudah meningkah lagi 

dengan Ibu Henny; 

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat KTP (Kartu Tanda 

Penduduknya) dan alamatnya di mana dalam KTP; 

- Bahwa saksi mulai bekerja di Pak Gunawean sejak tahun 1998; 

- Sepengetahuan saksi pernikahan dengan Bu Henny belum mempunyai 

anak, dan menyatakan tidak tahu adanya putusan pembatalan akta 

perceraian; 

  

Tergugat dalam sengketa a quo tidak mengajukan Saksi/ Ahli, walaupun 

oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukannya;  

Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah 

didengar Pendapatnya dibawah sumpah di persidangan yang selengkapnya 

sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang pada 

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :  

1. Ahli dari Tergugat II Intervensi bernama : SRI WINARSIH, S.H,.M.H 

- Bahwa pendapat Ahli tentang objek sengketa, mengetahui aturan secara 

normatifnya; 

- Bahwa pendapat Ahli, Kalau membicarakan masalah administrasi 

kependudukan, itu tidak bisa lepas dari kewenangan Pejabat Tata Usaha 

Negara atau pejabat administrasi, di mana pejabat administrasi tunduk pada 

legalitasnya, yaitu peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku dan 

berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kalau 

membicarakan masalah pejabat dalam mengeluarkan suatu keputusan, harus 
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memahami keabsahan wewenang, keabsahan substansi, dan keabsahan 

prosedur; jadi ketiganya jangan sampai dilanggar. Apabila dilanggar, berarti 

ada kecacatan. Secara teoretis dalam hukum administrasi, adanya cacat 

administrasi secara cacat substansi, cacat prosedur, dan cacat wewenang; 

dan ini yang sebenarnya ingin kami tekankan dari situ. Harus memahami 

masalah legalitasnya, pahami juga masalah perlindungan hak asasi-nya, 

kemudian harus memahami asas-asas pemerintahan yang baik; 

- Pendapat Ahli seseorang yang telah bercerai tiba-tiba ada putusan dari 

Pengadilan Negeri dan dibatalkan dari pihak DUKCAPIL, apabila ada putusan 

kemudian putusan tersebut telah berkekuatan hukum, berarti dalam hal ini 

kami mengatakan apabila ada pejabat lain yang berwenang menindaklanjuti 

keputusan itu, kami mengatakan itu menjadi kewenangannya untuk 

menindaklanjuti. Di sini sebenarnya produk yang dikeluarkan itu, kalau kami 

secara teoretis melihatnya, menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan pengadilan 

itu merupakan pengecualian dari apa yang ada di dalam ketentuan Pasal 2 

UU No. 5 Tahun 1986. Pengecualiannya: pertama, keputusan itu sumbernya 

dari hukum perdata; kemudian keputusan itu harus meminta persetujuan; 

kemudian keputusan itu harus masih bersifat umum; keputusan itu sumbernya 

dari KUHP dan KUHAP; kemudian keputusan itu bersumber dari keputusan 

mengenai produk TNI; kemudian produk mengenai KPU yang ada di pusat 

maupun di daerah; kemudian keputusan yang merupakan hasil dari 

pemeriksaan pengadilan. Jadi, kalau menurut saya, menindaklanjuti itu 

memang suatu kewajiban karena dari satu sisi itu diatur secara tersurat dan 

itu merupakan wewenang terikat (gebonden bevoegdheid); mau tidak mau 

harus dilaksanakan, yaitu menindaklanjuti atau melaksanakan dari putusan 

pengadilan; 

- Ahli berpendapat apabila dalam suatu putusan tidak ada perintah untuk 

mengeksekusi, apakah DUKCAPIL bisa membatalkan, ahli berpendapat bisa, 

karena satu sisi ini keterkaitan masalah kependudukan, jadi itu adalah suatu 

hak pengakuan yang harus dilakukan oleh negara dalam melakukan 

perlindungan dan pengakuan atas peristiwa hukum atau peristiwa 

kependudukan. Jadi, di sini juga ada fungsi pelayanan, dalam hal ini harus 
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dikedepankan pendekatan perilaku, pendekatan fungsionaris; di mana 

pelayanan itu tidak usah menunggu dari perintah karena itu menjadi 

tupoksinya, kewenangannya. Apalagi ini masalah kependudukan; kalau tidak, 

itu menjadi masalah update atau tidaknya suatu data dari hal-hal seperti ini 

yang terjadi, Yang Mulia. 

- Ahli berpendapat apakah pejabat negara menolak permohonan yang telah 

dilengkapi dengan data yang benar dan mutakhir oleh pemohon yang didasari 

dengan putusan yang sudah mempunyai kepastian hukum dan tetap, Saya 

mengulangi kembali apa yang telah saya sampaikan karena satu sisi ada 

asas Res Judicata Pro Veritate Habetur yang mengatakan bahwa sebenarnya 

putusan pengadilan itu mengikat bagi semua pihak, terutama di sini juga 

mengikat bagi pejabat administrasi. Oleh karena itu, di dalam putusan 

pengadilan ini tidak boleh ada penafsiran lain; ini harus dilakukan dan tidak 

boleh ada ruang untuk melakukan penafsiran, jadi harus dilaksanakan. 

Oleh karena itu fungsinya, seperti yang telah saya sampaikan, bahwa 

sebenarnya ini karena fungsi kependudukan. Fungsi kependudukan 

adalah declaratoir, jadi otomatis dalam hal ini tidak memerlukan adanya suatu 

penegasan untuk memerintahkan dan sebagainya, karena fungsinya telah 

diatur dalam UU Administrasi Kependudukan, yaitu UU No. 23 Tahun 2006 

yang sudah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013. Kemudian ditindaklanjuti 

lagi dengan adanya Perpres No. 96 Tahun 2018, kemudian ditindaklanjuti lagi 

dengan Permendagri No. 108 Tahun 2019. Itu sangat jelas sekali, jadi 

kepentingan untuk adanya perlindungan dan pengakuan terhadap masalah 

peristiwa hukum serta peristiwa-peristiwa kependudukan itu harus dilindungi. 

Hal itu ada di peraturan yang telah saya sebutkan tadi secara sektoral, dan itu 

sebenarnya tidak bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan (UU 

No. 30 Tahun 2014); 

- Pendapat Ahli perihal putusan yang telah inkracht, bahkan sudah final dan 

mengikat, merupakan kewenangan terikat dan harus dilaksanakan oleh 

pejabat negara. apakah merupakan suatu asas hukum administrasi negara 

dan wewenang yang mengikat, jadi satu sisi kalau belajar UU No. 30 Tahun 

2014, administrasi kependudukan tidak lepas dari penyelenggaraan 
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pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan itu harus berdasarkan 

legalitas, kemudian pada pendekatan HAM, kemudian Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Berarti dalam hal ini, kalau berbicara 

masalah misalnya dinas yang memang pejabatnya mempunyai kewenangan, 

itu pasti ada peraturannya. Jadi kewenangan itu ada, dan kewenangan itulah 

yang menjadi bagian dalam membicarakan masalah keabsahan wewenang; 

dan keabsahan wewenang itu sebenarnya tidak boleh dilanggar. Kalau secara 

teoretis, pelanggaran terhadap cacat wewenang itu adalah batal demi hukum, 

dianggap dari awal tidak berakibat hukum; makanya hukum tertulisnya harus 

kita pahami betul. Kemudian berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

yang Baik, karena itu mendampingi dan kedudukannya sejajar dengan hukum 

tertulisnya, yaitu AAUPB kalau di Belanda dikenal dengan Algemene 

Beginselen van Behoorlijk Bestuur di mana di situ bahwa asas kepastian 

hukum, asas akuntabilitas, asas pelayanan umum, dan asas kepentingan 

umum itu harus dijaga. Hal ini yang harus melandasi AAUPB yang ada dalam 

ketentuan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014; itu memang harus dilaksanakan 

seperti itu. 

- Keterkaitan pejabat administrasi negara yang mempunyai kewenangan 

terhadap suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap,dan lingkup 

kewenangan pejabat administrasi negara, Saya melandaskan kembali seperti 

yang saya sampaikan kepada Yang Mulia tadi. Kalau pejabat itu diberikan 

kewenangan, berarti dia tupoksinya jelas; berarti apa yang diperintahkan 

sebenarnya substansi yang berkaitan dengan kewenangannya dia dalam 

fungsi pelayanan publik, fungsi perlindungan, fungsi pemberdayaan, fungsi 

pembangunan, maka dia harus menindaklanjuti dari apa yang menjadi 

putusan pengadilan yang sudah bersifat inkracht. 

- Pendapat ahli dalam surat keterangan pembatalan cerai yang dikeluarkan 

oleh pejabat negara atas dasar putusan yang telah inkracht, final, maupun 

mengikat, ahli mengatakan kalau berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 5 

Tahun 1986, UU No. 9 Tahun 2004, dan UU No. 51 Tahun 2009 mengenai 

Peradilan Tata Usaha Negara. Di mana kalau kita lihat di dalam Pasal 2, ada 
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pengecualian, dan salah satu pengecualian itu adalah bahwa keputusan yang 

merupakan hasil dari pemeriksaan pengadilan bukan merupakan KTUN. 

Berarti kalau bukan KTUN, dasar saya lari ke Pasal 47 kalau bicara masalah 

kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensinya yaitu untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Sengketa TUN 

berdasar dari Keputusan Tata Usaha Negara, karena ada ketentuan Pasal 2 

tadi, akhirnya saya mengatakan bahwa itu bukan suatu keputusan TUN dan 

tidak bisa diadili di PTUN. 

- Pendapat Ahli perihal pencatatan perceraian tersebut dianggap keliru karena 

adanya putusan yang sudah inkracht, dan apakah pejabat negara berhak 

mengevaluasi atau memutakhirkan data berdasarkan permohonan yang 

menggunakan data yang benar dan mutakhir, yang didasari oleh putusan 

yang telah inkracht, final, serta mengikat, administrasi kependudukan itu kan 

merupakan suatu kegiatan untuk melakukan penataan, kemudian menertibkan 

terhadap terbitnya dokumen atau data kependudukan yang berdasar dari data 

kependudukan dan catatan sipil, dan dari situ harus ter-update dan mutakhir, 

jangan sampai data itu kemudian stagnan. Jadi, kalau memang ada 

perubahan, memang harus dilakukan proses perubahan karena ini berkaitan 

dengan masalah pelayanan publik untuk kepentingan umum dan sebagainya. 

Ini sebenarnya diatur secara terperinci di dalam UU Administrasi 

Kependudukan, seperti yang telah saya sampaikan tadi, diatur di UU No. 23 

Tahun 2006, UU No. 24 Tahun 2013, Perpres, dan Permendagri. Jadi, ini 

harus ada pemutakhiran data, data itu harus ter-update, makanya itu dikenal 

adanya asas mutakhir. Jadi, kalau asas itu dilanggar, itu melanggar (cacat 

substansi) kalau dalam teori administrasi. Cacat substansi itu bisa batal demi 

hukum. Jadi, ini sebenarnya pemutakhiran data berdasarkan kewenangan 

yang dia miliki dan berdasarkan putusan pengadilan yang harus dilaksanakan. 

Putusan pengadilan yang dilaksanakan itu tersurat ada dalam UU No. 30 

Tahun 2014, terutama kewajiban pejabat administrasi itu apa. Salah satunya 

diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k, oleh karena itu harus memenuhi asas 

mutakhir; 
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- Ahli berpendapat perihal suatu keharusan dan keperluan dalam amar putusan 

pembatalan perceraian secara substansi dalam hal ini tidak ada perceraian 

karena Mahkamah Agung membatalkan putusan  verstek dengan adanya 

Putusan verzet, pada intinya, kalau ini berkaitan dengan kependudukan yang 

bersifat declaratoir, jadi otomatis tidak membutuhkan adanya amar yang 

menyebutkan siapa harus memerintahkan, tidak usah seperti itu. Karena ini 

adalah aspek kependudukan, aspek mendasar masyarakat, dan itu berbicara 

masalah peristiwa hukum dan peristiwa kependudukan. 

- Pendapat Ahli Dukcapil berwenang menerbitkan surat pembatalan cerai atas 

putusan pengadilan, mempunyai kewenangannya, kalau melihat dari sini, 

putusan pengadilan itu lebih diutamakan. Ada tidaknya suatu putusan 

pengadilan yang inkracht, yang berkekuatan hukum tetap, itu yang diikuti. 

- Pendapat Ahli dasar batalnya perceraian itu sebenarnya putusan pengadilan 

atau surat pembatalan cerai yang dikeluarkan Dukcapil, secara hukumnya 

dengan putusan dari pengadilan. Tapi di satu sisi, pejabat yang mempunyai 

kewenangan dalam urusan itu juga harus menguatkan bahwa sebenarnya itu 

harus mengikuti apa yang ada di pengadilan tadi. 

- Ahli berpendapat boleh apa tidak Dukcapil menolak permohonan dari 

seseorang setelah dia membawa salinan putusan, walaupun tidak ada amar 

putusannya yang memerintahkan Dukcapil untuk melaksanakan putusan itu, 

karena itu kewenangan yang melekat pada dia, fungsinya untuk pelayanan 

dan sebagainya, dia tidak boleh menolak dengan bukti otentik, apalagi dari 

putusan pengadilan. 

- Pendapat Ahli Kewenangan Dukcapil adalah melakukan penertiban dan 

menata untuk ketertiban dokumen, data, dan melakukan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan, jadi di situ sangat luas sekali; bisa 

dilihat pada UU No. 23 Tahun 2006, kemudian UU No. 24 Tahun 2013;. 

- Ahli berpendapat kewenangan catatan sipil untuk melakukan perbuatan 

hukum diatur di dalam Pada pasal 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2006, 

Pasal 53 ayat (2), Pasal 68, kemudian ada juga dalam mengingat juga 

disebutkan, devinisi dari administrasi kependudukan yaitu istilahnya suatu 
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kegiatan yang melakukan suatu penataan dan menertibkan untuk tertibnya 

suatu dokumen termasuk data kependudukan melalui administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil;dinyatakan bahwa sebenarnya 

pemerintah kota itu diberikan kewenangan untuk melakukan membentuk 

suatu instansi yang mengurusi kependudukan yaitu salah satunya dinas Capil, 

dan di atur pada Perda masing-masing; 

- Menurut pendapat Ahli untuk perturan pembatalannya, Kalau kita lihat 

masalah pembatalan, dalam hukum kita kalau dia menerbitkan otomatis dia 

mempunyai kewenangan untuk membatalkan, jadi tidak tersurat tidak menjadi 

masalah, itu asas contrarius actus menegaskan bahwa Pejabat Tata Usaha 

Negara yang berwenang menerbitkan keputusan (KTUN) juga berwenang 

mengubah, mencabut atau membatalkan, asas ini memungkinkan pembatalan 

dokumen cacat administrasi/yuridis secara mandiri tanpa perlu putusan 

pengadilan kecuali diatur lain; 

- Ahli jelaskan kembali kewenangan dari Dukcapil untuk mengeluarkan surat 

keterangan pembatalan perceraian apakah sifat dari Capil ini aktif atau pasif, 

ada yang menentukan harus dibatalkan atau berdasarkan permohonan 

seseorang, kalau istilahnya aktif maksudnya tidak usah ada pemohon itu juga 

mungkin sulit karena urusannya harus selalu aktif, tapi satu sisi dalam hal ini 

diperbolehkan sebenarnya bahkan ada yang permohonan berdasarkan 

putusan dia merasa dirugikan 

- Untuk prosedur pengeluaran surat pembatalan perceraian ini diatur di 

Undang-Undang No 23 Tahun 2006, ada perubahan No 24 Tahun 2013, 

Perpres No 96 Tahun 2018, Permendagri No 108 Tahun 2019; 

- Pendapat Ahli Dukcapil ini bukan organisasi yang fertikal atau organisasi yang 

bersifat otonomi daerah yang masing-masing boleh mengatur sesuai kearifan 

local sesuai wilayahnya, kependudukan itu bagaimanapun juga urusan 

pemerintah pusat, peraturan diatasnya tetap mengikat; 

- Pendapat Ahli jika seiring berjalannya waktu sebelum dimohonkan sudah 

terjadi pernikahan dengan orang lain dari salah satu pihak, sedangkan Capil 

sudah mengeluarkan akta pernikahan yang baru secara legalitasnya dasarnya 
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pada putusan; 

- Menurut pendapat Ahli akta cerai tahun 2015 tapi belum inkracht, masih ada 

upaya hukum perlawananan, dasar manakah data yang benar dan mutakhir 

sebagai dasar pejabat negara untuk menerbitkan apakah yang verstek atau 

kah verzet yang inkracht fainal dan mengikatr yaitu putusan perlawananan, 

Jadi harus ada upaya yang harus di lakukan, kembali lagi pada yang sudah 

saya sampikan kepada yang mulia tadi terhadap putusan yang mempunyai 

kekutan hukum yang inkrackt; 

  Para pihak masing-masing telah mengupload  Kesimpulannya melalui  

Sistem Persidangan  Elektronik (e-court ) pada tanggal 19 Februari 2026 yang 

selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan 

dalam berkas perkara;enimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan 

sesuatu hal lagi dan mohon putusan;  

Segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini 

untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM   

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat 

Keterangan Pembatalan Perceraian No: DC.01.01/3269/2025, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 

16 April  2025 antara GUNAWAN  PRANOTO dengan FENNY HENDRO 

GUNAWAN (vide bukti P-1=T-1=T.II-Inv-4) dan pokok permohonan Penggugat 

adalah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek 

sengketa tersebut diatas; 

 Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat 

dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan 

secara elektronik (e-court) masing-masing tertanggal 11 Desember 2025 dan 8 

Januari 2026 yang pada pokoknya dalam Jawaban Tergugat tidak termuat eksepsi 

dan bagian eksepsi Tergugat II Intervensi menyatakan Eksepsi  Kewenangan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mengadili gugatan 

Penggugat ; 
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Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan pada pokok 

permohonan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dalam pengajuan 

gugatan; 

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI nomor 

51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Sengketa  Tata  Usaha  

Negara  adalah  sengketa  yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara 

orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, 

baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata 

usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

 Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun yang dimaksud 

dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan 

oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata 

Usaha Negara (hukum administrasi) yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan 

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan segala perluasan 

definisi sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam 

putusan disebut sebagai UUAP) yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata 

Usaha Negara; 

 Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha 

negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara 

yaitu: 

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan 

oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun; 
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- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat 

haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan 

Tata Usaha Negara yang disengketakan; 

- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata 

Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara); 

 Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diperoleh Fakta 

hukum bahwa obyek gugatan adalah Surat Keterangan Pembatalan Perceraian No: 

DC.01.01/3269/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 16 April  2025 antara GUNAWAN  

PRANOTO dengan FENNY HENDRO GUNAWAN. (vide bukti P-1=T-1=T.II-Inv-4), 

Dengan demikian keputusan objek sengketa jelas ditujukan langsung kepada 

Penggugat dengan akibat hukum batalnya perceraian antara Penggugat dan 

Tergugat II Intervensi, dimana pembatalan perceraian tersebut berlaku sejak 

tanggal ditetapkan oleh Tergugat. Selain keputusan objek sengketa bersifat konkrit, 

individual dan final, keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat dalam 

kedudukannya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan 

fungsi pemerintahan; 

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi Tergugat II Intervensi berkenaan 

dengan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta a 

quo adalah merupakan Putusan Perdata (antara orang melawan orang) dan 

Tergugat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertindak bersegi satu atau 

sepihak, yang mana Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bersifat 

menunggu permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (bersifat pasif), 

sehingga Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara dan pokok permohonan 

Penggugat adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa tersebut 

diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian sengketa yang 

diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan kompetensi absolut 
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Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, disamping itu pihak 

Tergugat tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut; 

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim juga 

berpendapat bahwa obyek sengketa merupakan bentuk penerapan asas acontrario 

actus, dimana ia selaku pejabat publik mengeluarkan obyek sengketa untuk 

menarik akta perceraian yang pernah diterbitkan sebelumnya; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

apakah Penggugat memiliki Kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara 

ini dengan pertimbangan sebagai berikut; 

 Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Orang atau badan hukum perdata 

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara 

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi 

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal 

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi’; 

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat 

Keterangan Pembatalan Perceraian No: DC.01.01/3269/2025, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 

16 April  2025 antara GUNAWAN  PRANOTO dengan FENNY HENDRO 

GUNAWAN. (vide bukti P-1=T-1=T.II-Inv-4);   

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa tersebut diperoleh 

keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebelumnya adalah 

pasangan suami isteri yang pada akhirnya telah bercerai berdasarkan Putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta Nomor; 269/Pdt.G/2014/PN. Skt, tanggal 11 Februari 

2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana berdasarkan Putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, terbitlah Akta Perceraian yang diterbitkan 

oleh Tergugat pada tanggal 10 Maret 2015 (bukti P-3 = T-5); 

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim 

selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang nomor 23 tahun tentang 

Administrasi Kependudukan mengatur, sebagai berikut: 
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Pasal 1  
Angka (1). Administrasi  Kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan penataan 

dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan    
melalui    Pendaftaran    Penduduk, PencatatanSipil,    pengelolaan    
informasi    Administrasi Kependudukan serta  pendayagunaan    
hasilnya    untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  

Angka (8). Dokumen   Kependudukan   adalah   dokumen   resmi   yang diterbitkan 
oleh   Instansi   Pelaksana   yang   mempunyai kekuatan hukum 
sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil.  

Angka (10). Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, 
pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan 
Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan 
Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan 
kependudukan.  

Angka (11) Peristiwa   Kependudukan   adalah   kejadian   yang   dialami 
Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap 
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk 
dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah 
datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal 
tetap.  

 Angka (13). Kartu  Keluarga,  selanjutnya  disingkat  KK,  adalah  kartu 
identitaskeluarga   yang   memuat   data   tentang   nama, susunan 
dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.  

Angka (15). Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami 
oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi 
Pelaksana.  

Angka (17). Peristiwa   Penting   adalah   kejadian   yang   dialami   oleh seseorang 
meliputi    kelahiran,    kematian,    lahir    mati, perkawinan, 
perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, 
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa data kependudukan terdiri dari dua bagian utama data 

pendaftaran penduduk dan data pencatatan Sipil, peristiwa penting yaitu meliputi 

perceraian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari data kependudukan; 

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa penting tersebut merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dengan kepentingan Penggugat maka sudah cukup 

menjadi alasan bagi Penggugat untuk memiliki kepentingan untuk mengajukan 

gugatan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berwenang dan Penggugat 

memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan serta Majelis Hakim menilai 
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bahwa seluruh syarat formal untuk mengajukan gugatan telah terpenuhi maka 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokok permohonan Penggugat; 

Menimbang, bahwa pokok permohonan Penggugat adalah memohon kepada 

Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Surat 

Keterangan Pembatalan Perceraian No: DC.01.01/3269/2025, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 

16 April  2025 antara GUNAWAN  PRANOTO dengan FENNY HENDRO 

GUNAWAN. (vide bukti P-1=T-1=T.II-Inv-4); 

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa 

penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; 

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan 

bahwa penerbitan obyek sengketa merupakan kewajiban Tergugat dan telah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat dan permasalahan 

tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini berhubungan 

dengan penerbitan suatu Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan dalam 

sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan, Surat Keterangan Pembatalan 

Perceraian merupakan suatu keputusan yang diterbitkan berdasarkan pencatatan 

sipil sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi kependudukan; 

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1)  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaAdministrasi  

Kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan penataan dan penertiban dalam 

penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 

Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain; 

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 

tentang Adminitrasi  Kependudukan mengatur bahwa: 

Pasal 9 ayat (1)   

Instansi  Pelaksana  melaksanakan  urusan  Administrasi Kependudukan dengan 
kewenangan yang meliputi: 
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a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; 

b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas 
dasar putusan atau penetapan pengadilan; 

c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 

Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada 

lembaga peradilan; dan 

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk 

dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan. 

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 60 ayat 2 huruf (f) Permendagri 

Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden 

Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 

dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa: 

Pasal  60 
ayat 2 huruf f : 
Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil 
Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa administrasi kependudukan adalah suatu sistem 

penyelenggaraan negara, yang mengintegrasikan atau menghubungkan 

komponen-komponen sistem hukum dalam penyelenggaraan negara. Diantara 

sistem pengintegrasian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang kewajiban penduduk sebagai warga negara untuk melaporkan 

setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang 

dengan memberikan data yang benar sedangkan bagi Pemerintah sebagai 

penyelenggara administrasi pemerintahan berkewajiban untuk melakukan verifikasi 

dan validasi data yang dilaporkan oleh warga masyarakat serta data kependudukan 

yang telah tersimpan dalam dokumen pemerintah; 

Menimbang, bahwa sebagai subsistem dalam sistem hukum 

penyelenggaraan administrasi kependudukan, Undang-Undang nomor 23 tahun 

2006 tentang administrasi kependudukan beserta peraturan perundang-undangan 

pelaksananya telah mengatur tentang wewenang, prosedur dan substansi; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tentang kepentingan 

Penggugat, data kependudukan terdiri dari dua data utama yaitu data pendaftaran 

penduduk dan data pencatatan sipil, yang mana kepentingan Penggugat 
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berhubungan dengan kebenaran data kependudukan khususnya peristiwa penting 

sebagai hasil pembatalan pencatatan perceraian sebagaimana tersebut dalam 

obyek sengketa. (vide bukti P-1= T-1=T.II-Inv-4); 

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan dalil, pengakuan serta 

bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: 

- bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah berupa Surat Keterangan 

Pembatalan Perceraian No: DC.01.01/3269/2025, yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 

tertanggal 16 April  2025 antara GUNAWAN  PRANOTO dengan FENNY 

HENDRO GUNAWAN. (vide bukti P-1=T-1=T.II-Inv-4); 

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan perkara Nomor 

269/Pdt.G/2014/PN. Skt, tanggal 11 Februari 2015 yang telah 

berkekuatan hukum tetap menjadi dasar terbitnya Akta Perceraian 

tanggal 10 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide bukti P-3=T-

5) ; 

- Bahwa Tergugat II Intervensi melakukan perlawanan terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta dengan perkara Nomor 

269/Pdt.G/2014/PN. Skt, tanggal 11 Februari 2015 dengan adanya 

Putusan Perlawanan Nomor : 269/Pdt.PLW/2014/PN.Skt, tanggal 8 

Maret 2018, Putusan Banding Nomor : 272//Pdt.PLW/2018/PN.SMG, 

tanggal 23 Agustus 2018, Putusan Kasasi Nomor : 999/K/Pdt/2019, 

tanggal 8 Mei 2019 dan yang terakhir adalah putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan PK Nomor : 24/PK/Pdt/2021, 

tanggal 24 Februari 2021 (vide bukti P-6a,6b,6c,6d=T-

9,10,11,12=T.II.Inv-9,10,11,12); 

- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengambil Salinan Putusan yang 

telah berkekuatan hukum tetap tersebut pada tanggal 24 Januari 2022 

(vide bukti T.II.inv-12); 

- Bahwa Tergugat II Intervensi mendatangi kantor Tergugat dan mengisi 

Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI (F-2,01) 

tanggal 16 April 2025 Perihal Pembatalan Perceraian dari Fenny Hendro 

Gunawan (in casu T.II Intervensi) (vide bukti T-2); 
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- Bahwa Tergugat II Intervensi juga mengisi Surat Pernyataan Perubahan 

Elemen Data Kependudukan (F-1,06) (vide bukti T-3) yang akhirnya 

menjadi dasar terbitnya obyek sengketa; 

- Bahwa Penggugat telah menikah yang kedua kali dengan seorang 

Wanita yang bernama Henny Maya Safira, dimana hal tersebut tertulis 

dalam Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan Tergugat pada 

tanggal 15 november 2024 (vide bukti P-4); 

- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat II 

Intervensi di Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Perdata 

Perkara Nomor.158/Pdt.G/2011/PN.Ska, Putusan Banding Perdata 

Perkara Nomor 248/Pdt/2012/PT.Smg jo.158/Pdt.G/2011, Putusan 

Kasasi Perdata Nomor : 3171 K/Pdt/2012/PT.Smg jo.158/Pdt.G/2011 

(vide bukti T.II.Inv-5,6 dan 7); 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat 

ditegaskan bahwa beberapa peristiwa penting yang berhubungan dengan 

Penggugat adalah peristiwa perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 

Surakarta sesuai dengan bukti P-3 yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk 

mengeluarkan Akta perceraian pada tanggal 10 Maret 2015 pada bukti T-5; 

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melakukan perlawanan terhadap 

putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut sampai dengan Peninjauan Kembali 

sesuai dengan bukti P-6a,6b,6c,6d=T-9,10,11,12=T.II.Inv-9,10,11,12); 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bukti T.II.Inv-12, ditemukan 

fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi meminta Salinan Putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap tersebut pada tanggal 24 Januari 2022; 

Menimbang, bahwa pada bukti P-4, Penggugat telah menikah yang kedua 

kali dengan seorang Wanita yang bernama Henny Maya Safira, dimana hal tersebut 

tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Tergugat pada 

tanggal 15 November 2024, terkait hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa 

apabila Tergugat menganggap perceraian tersebut tidak benar, maka seharusnya 

Tergugat tidak bisa menerbitkan akta perkawinan Penggugat dengan istrinya yang 

bernama Henny Maya Safira, karena Penggugat dan Tergugat II Intervensi 

dianggap masih terikat perkawinan; 
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Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melaporkan putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap kepada Tergugat pada tanggal 16 April 2025, sehingga 

Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo; 

Menimbang, bahwa berhubungan dengan fakta hukum tersebut diatas, 

beberapa ketentuan dalam pasal 43 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang 

Adminitrasi  Kependudukan mengatur sebagai berikut: 

Pasal 43  

(1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada 
Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan 
pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana 
mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan 
mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan 
pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. 

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II Intervensi mendalilkan 

bahwa adanya larangan bagi suami yang beragama Kristen untuk memiliki 

dua istri yang sah; 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.II.Inv-12 dan 

bukti P-4 dan dikaitkan dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006, seharusnya Tergugat II Intervensi langsung melaporkan Putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Surakarta tersebut paling lambat 

60 (enam puluh) hari. Namun Tergugat II Intervensi mendiamkannya dan tidak 

melaporkan putusan tersebut hinggal lebih dari 2 tahun,  

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya pelaporan tersebut dalam 

kurun waktu lebih dari 2 (dua) tahun, maka terhadap Akta Perceraian tersebut 

masih berlaku, sehingga Penggugat melangsungkan pernikahannya yang kedua 

dengan seorang Wanita yang Bernama Henny Maya Safira pada tanggal 15 

November 2024. Dimana Akta Perkawinan tersebut telah dicatat dan dikeluarkan 

secara resmi dan prosedural oleh Tergugat; 

Menimbang, bahwa apabila mencermati substansi obyek sengketa 

mengenai dasar terbitnya obyek sengketa, Tergugat telah salah menulis Putusan 

yang dijadikan dasar terbitnya obyek sengketa, yang mana Putusan yang tertulis 

sebagai dasar, merupakan Putusan terkait perlawanan Tergugat II Intervensi yang 
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berujung pada Putusan PK, dimana putusan-putusan tersebut pada intinya adalah 

nebis in idem, seharusnya jika Tergugat ingin mencantumkan putusan sebagai 

dasar terbitnya obyek sengketa, maka harus mencantumkan putusan yang tepat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis 

Hakim berkesimpulan meskipun dalam pencatatan dan penerbitan obyek sengketa 

telah sesuai dengan prosedur namun Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan 

obyek sengketa.;  

Menimbang, bahwa demi tertibnya asas peraturan perundang-undangan 

yang baik, maka Tergugat seharusnya meneliti terlebih dahulu apakah Tergugat 

telah mengeluarkan produk hukum baru yang berkaitan dengan permohonan 

Tergugat II Intervensi tersebut dikarenakan Tergugatlah yang mencatat semua data 

yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di Kantor 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Dimana seharusnya 

Tergugat memberikan saran terlebih dahulu kepada Tergugat II Intervensi terkait 

penyelesaian produk hukum (akta perkawinan antara Penggugat dengan Henny 

Maya Safira) yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan obyek 

sengketa; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan 

obyek sengketa, maka  penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan peratuuran 

perundang-undangan yang berlaku’; 

Menimbang, bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan. 

Pasal 66  
Ayat (1) Keputusan    hanya    dapat    dibatalkan    apabila terdapat cacat: 

a.  wewenang; 
b.  prosedur; dan/atau 
c.   substansi. 

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, oleh karena  

dalam penerbitan obyek sengketa  telah timbul cacat prosedur dan  subtansi dalam 

penerbitan obyek sengketa tidak sesuai dengan tujuan sistem administrasi 

kependudukan maka obyek sengketa haruslah dinyatakan batal; 

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa a quo dinyatakan batal maka 

Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa a quo 
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berupa Surat Keterangan Pembatalan Perceraian No: DC.01.01/3269/2025, yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Surakarta, tertanggal 16 April  2025 antara GUNAWAN  PRANOTO dengan 

FENNY HENDRO GUNAWAN; 

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka 

sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul 

dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang- Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim 

mempertimbangkan seluruh dalil dan bukti  yang dihadapkan di persidangan, 

hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, 

sedangkan terhadap dalil dan bukti yang lainnya tetap menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Putusan ini; 

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan 

lain yang terkait; 

                                               MENGADILI 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal Surat Keterangan Pembatalan Perceraian No: 

DC.01.01/3269/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 16 April  2025 antara GUNAWAN  

PRANOTO dengan FENNY HENDRO GUNAWAN; 

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Pembatalan 

Perceraian No: DC.01.01/3269/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 16 April  2025 

antara GUNAWAN  PRANOTO dengan FENNY HENDRO GUNAWAN; 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.500,- 

(Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); 
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Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata 

Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 oleh Kami: 

RACHMAN HAKIM BUDI.S, S.E., S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis,  

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H. dan AGUSTIN ANDRIANI, S.H., 

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dan 

dipublikasikan dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada hari Selasa, 

tanggal 3 Maret 2026 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh 

MUKMINAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha 

Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan 

Kuasa Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan 

(ECourt);   

 

 

HAKIM-HAKIM ANGGOTA 

 

 

Ttd 

 

KATHERINA YUNITA P., S.H., M.H.                      

 

HAKIM KETUA MAJELIS, 

 

 

ttd 

 

RACHMAN HAKIM BUDI.S, S.E., S.H., M.Kn 

 

ttd 

 

AGUSTIN ANDRIANI, S.H., M.H. 

 

                    

PANITERA PENGGANTI, 

 

ttd 

 

MUKMINAH, S.H., M.H. 

 

 

 



 

                                                  Hal. 50 dari  50 Putusan  Nomor : 93/G/2025/PTUN.SMG  

 
 

Perincian Biaya Perkara No. 93/G/2025/PTUN.SMG:  

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, 

Redaksi) 

: Rp.    80.000,- 

2. Biaya ATK : Rp.  125.000,- 

3. Biaya Panggilan Sidang  : Rp.    28.500,- 

4. Meterai Putusan Sela : Rp.    10.000,- 

5. Meterai Putusan : Rp.    10.000,- 

    

 Jumlah  Rp.  253.500,- 

 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) 

  

 

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Panitera Muda Panitera Muda Hukum
Suriansyah S.H. - 197202151994031002
Digital Signature
 
Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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